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INDONESIA ACCORDING TO MCKINSEY’s 
ARCHIPELAGO ECONOMY

3



1. Ekonomi tumbuh di Jakarta 5,8%, sedang

daerah penyangga (BoDeTaBek) dan

daerah seperti Surabaya, Bandung, 

Pontianak, Medan, Makasar, adalah 6,4%.

2. Ekonomi Indonesia tidak hanya karena

endowment factor (hanya 11% GDP dari

mining dan oil & gas) saja, tapi didukung

oleh Domestic Consumption dan Services

BEBERAPA PELAJARAN DARI MCKINSEY’S STUDY – MITOS & FAKTA 
SEPUTAR PERTUMBUHAN EKONOMI NINDONESIA

1. Ekonomi Indonesia tidak stabil

2. Ekonomi hanya berkembang di Jakarta

3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

mengikuti Asian Tiger’s Export Driven 

MITOS
FAKTA

oleh Domestic Consumption dan Services

3. Bukan akibat peralihan tenaga kerja dari

sektor pertanian ke sektor lain yang lebih

utama, tapi peningkatan produktivitas

terutama di 3 sektor:

a. Wholesale and retail trade

b. Transport equipment and apparatus 

manufacturing

c. Transport and telecommunication

mengikuti Asian Tiger’s Export Driven 

Growth Model

4. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di

dorong oleh Resource-based

5. Penggerak pertumbuhan ekonomi

Indonesia berasal dari pertambahan

jumlah tenaga kerja. 



India export composition Indonesia export composition

INDONESIA IS “INDIA WITH MORE ABUNDANT 
NATURAL RESOURCES”

Both countries are blessed with HIGH DIVERSITY and COMPLEX DEMOCRACY

Source: Electronic Complexity Observatory, MIT Media Lab and the Center for International Development at Harvard University, 2012

(taken from Indonesia’s National Investment Coordinating Board/BKPM on Cross-Country Policy Dialogue, held by UKP4-HDCA, 4 September 2012)

“India mainly exports electronics, cars, petroleum 

products, chemicals and pharmaceuticals, gems 

and jewelry, textiles and garments.” 

“Indonesia mainly exports oil, gas, and 

commodities, electrical 

appliances, plywood, textiles, rubber.” 



1. Transform CONSUMER SERVICES on:
a. Financial service regulation

b. Retail trade (protectionism, lead to inefficiency 
practices)

c. Transportation and Infrastructure

2. Boost productivity in AGRICULTURE 
AND FISHERIES

a. Increase 60% productivity by effective land use, not 

BEBERAPA PELAJARAN DARI MCKINSEY’S STUDY – TANTANGAN 
DAN PENDORONG EKONOMI INDONESIA KE DEPAN

1.Labor productivity

2.Distribution of growth 

>> lead to inequalities

TANTANGAN MENCAPAI VISI 2030 SEKTOR YANG PERLU MENJADI FOKUS

a. Increase 60% productivity by effective land use, not 
extensive land use

b. Agriculture approach: i.) Boosting yield, ii.) Focus on 
high value crops, iii.) Reduce post-harvest & value 
chain waste

3. Build RESOURCE-SMART economy
a. Demand for Steel, oil, gas, coal will dramatically 

increase

b. Focus on unconventional energy: geothermal, 
biofuels, biomass, etc

c. Urban population boom challenge: i.)Basic sanitation,  
ii.)Clean water supply

4. SKILL BUILDING for 90 million additional 
educated workers

>> lead to inequalities

3. Infrastructure



DAYA SAING INDONESIA DALAM IMD’S WORLD 
COMPETITIVENESS YEARBOOK (2011-2012)
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down 5 notches 
from 2011 !!

We learn the lessons, that the drop is mainly due to the 3 factors:

• Lesson 1: Government Efficiency

• Lesson 2: Infrastructure Bottlenecks

• Lesson 3: Business Efficiency



DAYA SAING INDONESIA DALAM IMD’S WORLD 
COMPETITIVENESS YEARBOOK (2013-2014)

Up 2 notches 
from 2013!!
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KemauanKemauanKemauanKemauan

politikpolitik



MONITORING MELALUI INPRES BUKAN SEKEDAR ‘RAPOR’, TAPI 
MENJADI ENTRY POINT UNTUK DEBOTTLENECKING

Pelaporan 
Berkala 

oleh K/L dan 

Implementasi
Oleh 

Pemprov/K/L

Renaksi disepakati 

di awal tahun

De-bottlenecking
renaksi yang terkendala untuk membantu 

K/L dan Pemprov untuk mencapai target 

B12
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3
b

oleh K/L dan 
Pemprov

Verifikasi

UKP4

Pemantauan 
ke Lapangan

Pelaporan 
Berkala
Kepada 

Presiden & 
Wapres

Pemprov/K/L
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CONTOH KASUS 1: FLOATING STORAGE RECEIVING UNIT

(FSRU) JAKARTA

40% listrik JABODETABEK dipasok oleh PLTGU MUARA KARANG. 

Selama ini PLTGU tersebut mengkonsumsi BBM dalam jumlah yang 
cukup signifikan sehingga APBN makin terbebani oleh subsidi listrik

Pemerintah memutuskan membangun FSRU untuk memasok gas ke
PLTGU MUARA KARANG sehingga listrik yang dihasilkan lebih

murah dan pada akhirnya mampu menekan beban subsidi APBNmurah dan pada akhirnya mampu menekan beban subsidi APBN

FSRU JAKARTA juga akan sangat strategis dalam memasok
kebutuhan gas untuk indsutri di Jawa bagian Barat

Dalam perjalanan pengembangannya, FSRU Jakarta sempat

tersendat dan terancam tidak terealisasi karena tidak

kunjung terbitnya rekomendasi ijin lokasi dari Pemprov



Lokasi :
Muara Karang, Jakarta Utara

Koordinat:
6.108559 LS, 106.781239 BT

DEBOTTLENECKING FSRU TELUK JAKARTA DENGAN KOORDINASI DIPIMPIN WAKIL 

PRESIDEN

Bermasalah
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6.108559 LS, 106 781239 BT

Status Oktober 2010:
• Lokasi unit di area PLN Muara

Karang telah ditentukan

• Kemenhub belum memberikan 

izin lokasi karena terkendala 

rekomendasi Pemprov, yang 

merencanakan reklamasi pantai 

utara Jakarta

• Setelah didorong oleh rapat

Wapres, perizinan oleh Pemda

dan K/L terakselerasi
• HoA pembelian dan penjualan 

gas dapat ditandatangani dengan 

adanya kepastian izin

Bermasalah



KOMPLIKASI DALAM KOORDINASI

Menko
Ekonomi.

Menko Kesra
Menko

Polhukam

Tidak ada
izin tanpa
AMDAL

Tanpa FSRU!
Jakarta 

kehilangan
60% listrik

ESKALASI!
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Ekonomi.
Menko Kesra

Polhukam

Menhub MenESDM MenLH Mendagri

Gubernur
DKI Jakarta

Tidak ada AMDAL 
tanpa

rekomendasi
Pemda

Konflik
dengan
rencana

reklamasi



FLOW DEBOTTLENECKING FSRU JAKARTA UNTUK MENGAMANKAN PASOKAN GAS 

JAWA BAGIAN BARAT DAN MENGURANGI DEFISIT APBN

Mar-2010

Apr-2010

May-2010

Jun-2010

Feb-2010
DebottleneckingDebottlenecking Workflow PemerintahWorkflow Pemerintah

Pengembangan Floating 
Storage Receiving Unit 

(FSRU) Jakarta menjadi 

salah satu Prioritas 

Nasional dan menjadi KPI 
di INPRES.

aMonitoring dwibulanan
dan evaluasi INPRES 

01/2010 mengidentifikasi
sumbatan pada FSRU 

Jakarta untuk pertama kali 

(e.g. ijin dari Provinsi DKI).

bb

Bottleneck dan Opsi
cc Perijinan Perijinan 

ee

1

14

Aug-2010

Sept-2010

Dec-2010

Nov-2010

Oct-2010

Jul-2010

Bottleneck dan Opsi
solusi dipaparkan di 

hadapan penyusun

kebijakan di Rapat
Wapres

diterbitkan

dikeluarkan, dukunga

n pemerintah untuk 
pasokan dan pemanfaat 

gas untuk FSRU 

diterbitkan

ee

Penentuan target
dan pelaporan kemajuan

debottlenecking FSRU 

Project melalui

penerbitan surat
peringatan ke K/L 

Penanggung jawab

dd
Head of Agreement 

dihindari

Head of Agreement 

untuk pembelian dan 

penjualan gas 

ditandatangani dan 

penundaan proyek dapat 

dihindari

f

2

3



FLOATING STORAGE RECEIVING UNIT 
(FSRU) DIRESMIKAN PRESIDEN PADA 6 DESEMBER 2012
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Isu teridentifikasi Agustus 2010
FSRU diresmikan Desember 2012



MANFAAT YANG DIPEROLEH NEGARA
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• Full on-stream 1 September 2013 
(260 BBTUD)

• Penghematan BBM 2,4 juta USD/hari
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CONTOH KASUS 2: DEBOTTLENECKING PEMBANGKIT 
LISTRIK TENAGA PANASBUMI (PLTP) SARULLA

330 MW
Kapasitas

pembangkit

330 MW
Kapasitas

pembangkit

Penghematan
subsidi

364 juta US$

PenguranganPengurangan

Sejak
1992

Pengurangan
emisi

1,5 juta ton 
CO2

Pengurangan
emisi

1,5 juta ton 
CO2

Des 
2010

Rapat
Wapres
tentang

Kelistrikan

Mar 
2011

Persetujuan
tarif

Jul 2011

Bottleneck 
tentang aset

Nov 
2011

Draft 
Peraturan 3 

Menteri

Agt 2012

Isu aset, 
pajak, 

pembayaran

April 
2013

Persetujuan
amandemen

JOC/ESC 
dan SJKU

PERJALANAN PANJANG MENUJU ENERGI HIJAU:



PLTP SARULLA

TANTANGAN BOTTLENECK

BOTTLENECK REGULASI BOTTLENECK BIROKRASI

Rezim
Peraturan

Panas Bumi
Sebelum

2003

Rezim UU 
Panas Bumi

27/2003

KBUMN

PT 
Pertamina

(Regulator dan
Operator)

PT 
Pertamina
(Operator)

PERLUNYA KEPASTIAN HUKUM 
UNTUK PROSES BISNIS DAN 
PENGELOLAAN ASET PADA 

MASA TRANSISI!

KESDM

KejagungKemenkeu



SETELAH 20 TAHUN TERHENTI
(DAN 27 BULAN DITANGANI WAPRES)…

https://www.youtube.com/watch?v=OZnNYsmeWAM

Persetujuan Amandemen ESC/JOC dan Penyerahan Surat Jaminan

Kelayakan Usaha



PERLU PENDEKATAN BARU YANG BERORIENTASI PADA 
KEBUTUHAN UNTUK PERCEPATAN PROGRAM 

DARI .... MENJADI...

Hierarchical
Flat

WAPRES

UKP4KESDM
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PLTPPLTPPLTPPLTP
KBUMN

PLNKemenkeu

Pemda

SJKU (PJ: Menkeu) & PPA (PJ: PLN) 
ditandatangani bersama 2 Maret 2012
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DESENTRALISASI ADALAH BIBIT LAHIRNYA GENERASI BARU 
PEMIMPIN INDONESIA
Pemimpin dengan latar belakang beragam, (relatif) muda, dan kompeten di PEMDA

Joko Widodo (Jokowi)
Walikota Solo

Gubernur Jakarta
Ridwan Kamil (Emil)

Walikota Bandung

Tri Rismaharini (Risma)
Walikota Surabaya

“A-Hok” (Basuki TP)
Bupati Belitung Timur, 
Wagub Jakarta



HAL-HAL KECIL DARI DAERAH YANG MEMBANGUN OPTIMISME

54x makan siang negosiasi
untuk pemindahan PKL 

tanpa kekerasan

SURABAYA

Transformasi dari Taman 
Bungkul, e-government 

sampai Dolly
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SOLO

tanpa kekerasan

JAKARTA

YouTube menyiarkan rapat
untuk transparansi

anggaran dan pencegahan
korupsi



UKP4 MENDUKUNG PIMPINAN DAERAH PROGRESIF DENGAN
LAPOR! – (Layanan Aspirasi & Pengaduan Online oleh Rakyat)



DESENTRALISASI DAN TIGA LAPIS PEMERINTAHAN:
BAGAIMANA MENGATASINYA?

Menko 1 Menko 2 Menko 3

31

Menteri
Menteri
Sektoral

Menteri
Keuangan

Menteri
Dalam
Negeri

Gubernur 1 Gubernur XEselon 1

Eselon 2

Eselon 1

Eselon 2

Eselon 1

Eselon 2 Bupati 1 Walikota Bupati 2

Gubernur 2



“Dengan tiga lapis pemerintahan yang semuanya
dipilih rakyat, Indonesia menjadi negaranegaranegaranegara tanpatanpatanpatanpa
hirarkihirarkihirarkihirarki…..””
((((KuntoroKuntoroKuntoroKuntoro MangkusubrotoMangkusubrotoMangkusubrotoMangkusubroto,,,, 15151515 AprilAprilAprilApril 2020202014141414 didididi TheTheTheThe Economist’sEconomist’sEconomist’sEconomist’s
IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia SummitSummitSummitSummit))))

DESENTRALISASI DI INDONESIA LAHIR KARENA 
DESAKAN KEADAAN

“Terus terang, saya tidak sempat mikirin

“It was a decentralizationdecentralizationdecentralizationdecentralization underunderunderunder distrustdistrustdistrustdistrust that
we had during reformasi”
((((DewiDewiDewiDewi FortunaFortunaFortunaFortuna AnwarAnwarAnwarAnwar,,,, 4444 SeptemberSeptemberSeptemberSeptember 2020202012121212 atatatat HDCAHDCAHDCAHDCA CrossCrossCrossCross----
CountryCountryCountryCountry RoundtableRoundtableRoundtableRoundtable andandandand PolicyPolicyPolicyPolicy DialogueDialogueDialogueDialogue))))

“Terus terang, saya tidak sempat mikirin
kepentingan NKRI saat menerbitkan Perda
yang mengedepankanmengedepankanmengedepankanmengedepankan kepentingankepentingankepentingankepentingan rakyatrakyatrakyatrakyat sayasayasayasaya”
((((BupatiBupatiBupatiBupati didididi daerahdaerahdaerahdaerah kayakayakayakaya minyakminyakminyakminyak tapitapitapitapi miskinmiskinmiskinmiskin rakyatnyarakyatnyarakyatnyarakyatnya,,,, 2014201420142014))))



OTONOMI DAERAH MENTRANSFER 1/3 APBN KE DAERAH
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33.9%

Transfer ke Daerah Pemerintah Pusat

29.5%

Trilliun

Rp
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29.7%
32.9%

67.1%

33.1%

66.9%
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0

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

APBN-P

APBN 2012

70.5%
66.1% 66.6% 70.3%

67.1% 66.9%

2012

�Rata-rata APBN meningkat 17 % selama 2005-2012. 

�Proporsi belanja pusat selama 2005-2012  cenderung menurun (70,5% �
67,2%), sementara transfer daerah meningkat (29,5% ����30,9%).

Source: Brodjonegoro (2012), Head of Fiscal Policy Office, on Cross-Country Policy Dialogue, held by UKP4-HDCA, 4 September 2012)



JOKOWI DAN POLITIK ANGGARAN

“Dengan politikpolitikpolitikpolitik anggarananggarananggarananggaran, kita (pemerintah pusat) bisa
mengontrol Pemda. 85% APBD berasal dari pusat”
“Gunakan insentif dan sanksi, misalkan dengan Dana
Alokasi Khusus (DAK)”
((((JokoJokoJokoJoko WidodoWidodoWidodoWidodo,,,, DebatDebatDebatDebat CapresCapresCapresCapres 9999 JuniJuniJuniJuni 2020202014141414))))



MENYELARASKAN PEMDA MELALUI DAK ?
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�Trend DAK meningkat, mencapai Rp. 33 Triliun di 2014.

�DAK ditujukan pada sektor yang penting bagi kesejahteraan rakyat -
kesehatan, pendidikan, infrastruktur.

�”Menghukum” Bupati/Walikota, atau “menghukum” rakyat?

Source: Directorate General for Fisca;l Balance, MOF (2014)



DAYA SAING INDONESIA –GOING FORWARD

Lesson 1: PARTICIPATIVE, NOT AUTHORITATIVE
Leadership by example and action

Lesson 2: DEVIL IN THE DETAIL
Big vision matters, but solid execution determines

Lesson 3: COORDINATION MUST BRING DECISION

Lesson 4: LOCAL, NOT JUST CENTRAL
Pay attention and deal with the local government

Lesson 5: GO GLOBAL, NOT JUST NATIONAL
Challenge to keep Indonesia’s global relevance

Lesson 3: COORDINATION MUST BRING DECISION
Coordination not only by Menko, but PIC



TERIMA KASIHTERIMA KASIH

UNIT KERJA PRESIDEN

Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan

School of Business & Management

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

agung .wi caksono@ukp .go . id

agung .wi caksono@sbm- i tb .a c . i d


